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Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji penerapan sistem 0SS dalamglayanan perizinan di DPMPTSP
Kota Pekanbaru dan mengidentifikasi kendala yang ada. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif
dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data meliputi waggancara, observasi, dan dokumentasi terhadap
petugas DPMPTSP dan masyarakat yang memanfaatkan layanan OSS. Teori #ifplementasi kebijakan Mazmanian dan
Sabatier digunakan untuk menganalisis data yang memuat tiga variabel utama, yaitu karakteristik masalah, karakteristik
kebijakan, dan faktor lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan OSS di DPMPTSP Kota Pekanbaru
belum optimal. Kendala utama yang dihadapi adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang cara memanfaatkan
sistem OSS, disrupsi teknologi, dan sosialisasi yang belum merata oleh instansi terkait. Namun, OSS terbukti memberikan
kemudahan perizinan elektronik jika digunakan dengan tepat. Untuk memastikan keberhasilan jangka panjang penerapan
0SS, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan infrastruktur, dan penguatan edukasi publik menjadi
hal yang sangat penting.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Online Single Submission (OSS), Pelayanan Perizinan
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Di era sekarang ini, jumlah masyarakat yang menggunakan teknologi informasi
digital terus bertambah. Pekerjaan manusia akan menjadi lebih mudah dan efisien.
(Dayantri, 2022). Keterlibatan pemerintah dalam pelayanan publik merupakan suatu
model manajemen publik yang mempunyai peranan krusial dan merupakan syarat penting
guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat (Safitri et al., 2023). Pemerintah
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merespon hal ini dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk memberikan layanan
publik, termasuk perizinan. Layanan perizinan juga dibuat secara terpadu dan
terkomputerisasi untuk memberikan layanan yang mudah, cepat, dan berkualitas (Rahman
etal., 2024).

Dalam perekonomian yang semakin kompetitif, pemanfaatan teknologi menjadi hal
yang krusial untuk meningkatkan daya tanggap dan mengoptimalkan pelayanan publik.
Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan harapan masyarakat dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara (Irebon, 2024). Salah satu bentuk pelayanan publik adalah
menciptakan iklim investasi yang kondusif dan menyederhanakan proses perizinan
berusaha. Kebijakan perizinan berusaha berbasis risiko merupakan salah satu bentuk
kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai upaya untuk mengatur aktivitas di
sektor penanaman modal dan investasi (Faustina & Rusli, 2025). Dalam upaya menciptakan
iklim investasi yang kondusif dan menyederhanakan proses perizinan berusaha,
Pemerintah Indonesia telah menerapkan sistem Online Single Submission (OSS) berbasis
risiko yang dirancang untuk menyederhanakan proses perizinan, meningkatkan
transparansi, dan mengurangi potensi terjadinya penyalahgunaan wewenang (Rokhman et
al., 2024).

Untuk mengatasi kendala tersebut, pemerintah berupaya memodernisasi sistem
perizinan, termasuk perizinan korporasi, salah satu pendekatannya adalah membangun e-
licensing untuk mendorong standar tata kelola yang baik. Integrasi ekonomi dan
globalisasi, khususnya di kawasan ASEAN, mendorong digitalisasi layanan (Siahaan, 2025).
Pemerintah juga membangun sistem Online Single Submission (OSS) sebagai salah satu
bentuk e-governance untuk memastikan layanan yang diberikan berkualitas tinggi,
transparan, dan terpercaya. Kehadiran perangkat lunak sumber terbuka sangat
menyederhanakan perizinan dan berkontribusi pada Kemudahan Berbisnis (Ease of Doing
Business/EODB) Indonesia. (Gunawan et al., 2023).

Implementasi OSS berbasis risiko merupakan langkah strategis dalam mewujudkan
tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) serta menciptakan kemudahan
berusaha (ease of doing business) di Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja menetapkan 72 peraturan perizinan dalam rangka mendorong
investasi. Salah satunya adalah perizinan usaha yang dibagi menjadi tiga kategori, yaitu
risiko rendah, sedang, dan tinggi (Yenti, 2021). Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021
menggantikan PP Nomor 24 Tahun 2018 dan menerapkan Sistem Pengajuan Perizinan
Berusaha Terpadu (SPP) Online Single Submission (OSS), yaitu sistem elektronik terpadu
yang dikuasai oleh Lembaga OSS untuk mengelola perizinan berusaha berbasis risiko
(Siahaan, 2025).

Online S'Lrgle Submission (OSS) merupakan sistem pendaftaran izin usaha secara
elektronik yang dapat diakses dengan mudah kapan saja dan di mana saja. Konsep Online
Single Submission (OSS) merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam rangka
menyederhanakan birokrasi dan mempermudah proses perizinan berusaha, sehingga
dapat menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif bagi para pelaku usaha (Nurfauziah
etal,, 2025). OSS merupakan sistem yang memudahkan para pelaku usaha dalam mengelola
perizinan dan menjaga iklim investasi yang kondusif di Indonesia (Nur et al., 2024). Sistem
Perizinan Usaha Tunggal Daring (Online Single Submission/OSS) merupakan sistem
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perizinan usaha elektronik yang diluncurkan pemerintah untuk mempercepat dan
menyederhanakan proses perizinan daring (Felicia et al., 2025). Sistem ini dapat diakses
melalui situs oss.go.id bagi badan usaha, baik perorangan maupun badan hukum, sesuai
ketentuan yang berlaku. Sistem ini pertama kali diluncurkan pada tahun 2018 di masa
pemerintahan Presiden Joko Widodo. Akan tetapi, OSS versi awal belum memenuhi
standar yang diharapkan, sehingga pemerintah terus melakukan penyempurnaan hingga
akhirnya meluncurkan versi terbaru yang lebih optimal.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyoroti bagaimana Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru menerapkan Sigtem
Perizinan Berusaha Terpadu (OSS) Online dalam pelayanan perizinan berusaha, serta
bagaimana sistem ini berkontribusi dalam meningkatkan efisiensi, keterbukaan, dan
kemudahan berusaha di tingkat daerah. Meskipun Online Single Submission (OSS) disebut-
sebut sebagai solusi untuk mempercepat dan mengoordinasikan proses perizinan, namun
kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pelaku usaha masih menghadapi berbagai
tantangan dalam pelaksanaannya. Hal ini menimbulkan keraguan sejauh mana OSS dapat
mencapai tujuannya, khususnya dalam hal penyebaran informasi di daerah.

Di Kota Pekanbaru, pengurusan perizinan berada di bawah tanggung jawab
DPMPTSP yang beroperasi melalui Pusat Pelayanan Publik (MPP). Begglasarkan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021, DPMPTSP merupakan lembaga pemerintah
daerah yang memiliki tugas mwelenggarakan urusan di bidang penanaman modal.
Sementara itu, mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014, Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (PTSP) merupakan pendekatan pelayanan yang mencakup seluruh
proses permohonan hingga penyelesaian perizinan melalui satu jalur pelayanan terpadu
(Iriani et al., 2024).

Sejumlah penelitian terdahulu, seperti yang dilakukan oleh (Radiani et al., 2025),
menunjukkan bahwa penerapan OSS memang telah mendorong peningkatan jumlah
perizinan usaha yang berhasil diterbitkan. Akan tetapi, sistem ini masih menghadapi
berbagai tantangan dalam praktiknya. Beberapa di antaranya mencakup kurangnya
pemahaman pelaku usaha terhadap prosedur OSS, rendahnya tingkat literasi digital,
terbatasnya kegiatan penyuluhan, serta minimnya bantuan teknis yang tersedia (Devita et
al., 2024). Selain itu, kendala teknis seperti gangguan sistem jaringan maupun kesalahan
dalam pengisian data turut memengaruhi kualitas dan kecepatan layanan, khususnya di
wilayah pemerintahan daerah (Astuti et al., 2024).

Temuan dalam studi ini juga menegaskan bahwa persoalan-persoalan dalam
implementasi OSS tidak hanya terjadi di Pekanbaru, tetapi juga menjadi permasalahan yang
umum di berbagai daerah lainnya. Hal ini mengindikasikan perlunya strategi yang lebih
menyeluruh dan terarah untuk mengatasi hambatan tersebut. Selain itu, riset ini
menekankan pentingnya peranan regulasi dalam menunjang keberhasilan penerapan OSS.
Walaupun kerangka hukum seperti Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko telah tersedia, pelaksanaannya di level daerah
kerap kali tidak seragam (Cahyani Putri & Mudiparwanto, 2024). Inkonsistensi ini biasanya
disebabkan oleh perbedaan dalam menafsirkan peraturan dan keterbatasan kapasitas
institusional di lingkungan pemerintah daerah dalam menerjemahkan kebijakan ke dalam
praktik yang efektif (Hanif, 2024).
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Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan untuk menganalisis
bagaimana implementasi sistem OSS diterapkan dalam pelayanan perizinan di DPMPTSP
Kota Pekanbaru, serta mengevaluasi tantangan-tantangan yang dihadapi dalam
pelaksanaannya.

Metodologi

Sugiyono (2023) menyatakan bahwa metode penelitian merupakan suatu cara ilmiah
untuk mengumpulkan data dengan tujuan dan aplikasi tertentu. Hakim Nasution et al,,
(2024) menyatakan metode penelitian diartikan sebagai prosedur yang disusun secara
sistematis untuk mengumpulkan data dan menemukan solusi berdasarkan fakta yang
diperoleh, sesuai dengan tujuan yang ditentukan oleh peneliti. Pendekatan ini
memungkinkan pelaksanaan penelitian secara terencana, ilmiah, objektif, dan bernilai.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memperoleh
pemahaman yang mendalam tentang implementasi kebijakan Online Single Submission
(OSS) dalam meningkatkan efisiensi pelayanan perizinan dan mengidentifikasi hambatan
yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota
Pekanbaru. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu
penyelidikan yang bersifat eksploratif dan mendalam terhadap fenomena yang kompleks
dan kontekstual.

Menurut Eiyono, (2023) Penelitian kualitatif menyelidiki latar alamiah dengan
menggunakan peneliti sebagai instrumen utama. Strategi pengumpulan data adalah
triangulasi (kombinasi), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, berdasarkan fakta
w.‘ingan, dan temuan penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

enelitian kualitatif adalah metode eksploratif yang menghasilkan data deskriptif dalam
bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dengan
menyelidiki data dan situasi di lapangan atau area penelitian. (Saksitha et al., 2024)

Perelitian ini menggunakan metode Penelitian Lapangan, yaitu pengumpulan
informasi dari subjek penelitian yang disebut informan dengan menggunakan instrumen
pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang terkumpul
akan dianalisis secara interaktif melalui tahapan pengolahan data, penyajian data, dan
penarikan kesimpulan untuk memberikan gambaran yang lengkap dan menyeluruh
tentang efektivitas penerapan OSS di Kota Pekanbaru.

Hasil dan Pembahasan

Implementasi kebijakan merupakan bagian dari rangkaian proses kebijakan publik
(Rosidi, 2022). Implementasi Kebij Pelayanan secara online merupakan bentuk
adaptasi terhadap perkembangan teknologi yang merupakan bagian dari urusan
pemerintahan wajib yakni pada bidang kopgunikasi dan informatika, yang tidak terkai
dengan pelayanan dasar (Utomo et al., 2024). Dengan adanya layanan secara daring dengan
memanfaatkan teknologi komunikasi dan informatika memungkinkan terciptanya suatu
pelayanan yang lebih mudah, efektif dan efisien. Penerapan sistem Online Single
Submission (OSS) dalam layanan perizinan yang dijalankan oleh Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru dinilai efektif apabila

tujuan utama dari program tersebut dapat tercapai secara tepat sasaran. Menurut (Radiani
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etal., 2025), efektivitas suatu program Edak hanya ditentukan oleh pencapaian target, tetapi
juga oleh proses sosialisasi yang dilakukan sebelum dan sesudah pelaksanaannya. Di
samping itu, keberhasilan pelaksanaan program juga bergantung pada seberapa jauh tujuan
yang telah ditetapkan dapat diwujudkan secara optimal. Penting pula adanya pemantauan
dan evaluasi secara berkelanjutan serta sistematis, karena langkah tersebut berfungsi
sebagai sarana strategis untuk menilai apakah capaian program sesuai dengan target yang
telah direncanakan (Syarif et al., 2023).

Keberhasilan suatu kebijakan maupun program pembangunan dapat terlihat melalui
efektivitas penerapannya di lapangan. Dalam hal ini, sistem OSS yang diterapkan di
DPMPTSP Kota Pekanbaru menjadi instrumen penting untuk menilai sejauh mana upaya
reformasi birokrasi di bidang perizinan telah berjalan. Sistem OSS merupakan platform
digital yang bertujuan menyederhanakan mekanisme perizinan, mempercepat proses
administrasi, serta meningkatkan keterbukaan dan pertanggungjawaban dalam pelayanan
publik (Iriani et al, 2024). Sebagai alat ukur strategis, OSS memungkinkan dilakukan
evaluasi terhadap tiga komponen utama pelayanan, yaitu efisiensi (menghemat waktu dan
biaya), transparansi (keterbukaan terhadap informasi layanan), dan akuntabilitas
(pertanggungjawaban terhadap kualitas pelayanan yang diberikan). Kehadiran OSS
diharapkan mampu membentuk sistem pelayanan yang inklusif, mudah diakses oleh
pelaku usaha di mana pun mereka berada, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat
secara real time.

Manfaat dari penerapan OSS tercermin melalui peningkatan kepuasan masyarakat
terhadap pelayanan publik, percepatan masuknya investasi ke daerah, serta terciptanya
iklim usaha yang lebih sehat dan kompetitif. Dengan kata lain, OSS tidak hanya berfungsi
sebagai sistem teknis dalam pengurusan izin, melainkan juga menjadi bagian integral dari
strategi pembangunan daerah berbasis digital yang berkelanjutan.

Dalam rangka menilai keberhasilan kebijakan perizinan usaha melalui sistem OSS di
DPMPTSP Kota Pekanbaru, peneliti menggunakan pendekatan teori implementasi
kebijakan dari Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier sebagaimana dikutip oleh Agustino
(2014). Teori ini menyebutkan bahwa terdapat tiga faktor utama yang memengaruhi
keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan kebijakan, yaitu karakteristik permasalahan
yang dihadapi, ciri-ciri kebijakan itu sendiri, serta kondisi lingkungan yang meliputi aspek
sosial, ekonomi, dan politik di sekitar kebijakan tersebut diterapkan.

KarakteristilzMasalah

Dalam teori implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Mazmanian dan Paul
Sabatier, salah satu aspek krusial yang menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan
adalah karakteristik masalah. Istilah ini merujuk pada sejauh mana suatu persoalan dapat
diselesaikan secara efektif melalui kebijakan publik. Beberapa unsur yang memengaruhi
karakteristik tersebut meliputi tingkat kesulitan teknis, keberagaman dan jumlah pihak
yang menjadi sasaran kebijakan, serta seberapa besar pengaruh pembuat kebijakan
terhadap perilaku kelompok sasaran. Dalam konteks penelitian ini, karakteristik masalah
dimanfaatkan untuk mengukur seberapa berhasil implementasi kebijakan perizinan

berusaha berbasis Online Single Submission (OSS) di DPMPTSP Kota Pekanbaru—apakah
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pelaksanaannya sudah optimal atau masih terkendala oleh berbagai faktor teknis dan non-

tekni

lEisil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem OSS di DPMPTSP Kota
Pekanbaru masih menghadapi sejumlah hambatan yang berkaitan dengan karakteristik
masalah tersebut. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya tingkat pemahaman
pelaku usaha terhadap mekanisme kerja sistem OSS, termasuk istilah-istilah teknis serta
langkah-langkah penggunaannya. Banyak pelaku usaha yang mengalami kesulitan ketika
harus mengakses dan mengoperasikan sistem ini, khususnya mereka yang belum terbiasa
dengan penggunaan teknologi atau sistem digital dalam proses perizinan.

Beberapa kendala umum yang ditemui antara lain kesulitan dalam proses pembuatan
akun OSS, pengisian informasi usaha, pemahaman mengenai istilah seperti Klasifikasi Baku
Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), hingga ketidakmampuan dalam mengoperasikan
perangkat digital seperti komputer atau laptop. Walaupun sistem OSS telah dilengkapi
dengan panduan dalam bentuk video tutorial dan dokumen PDF, kenyataannya masih
banyak masyarakat yang memilih untuk datang langsung ke kantor DPMPTSP guna
mendapatkan bantuan dari petugas secara tatap muka. Fakta ini memperlihatkan bahwa
pelaku usaha masih sangat membutuhkan pendampingan dan sosialisasi langsung terkait
penggunaan OS5.

Di sisi lain, dari perspektif kualitas layanan teknologi, sistem OSS dinilai sudah cukup
modern dan memadai karena mampu mempercepat proses perizinga secara daring.
Namun demikian, keterbatasan sarana penunjang serta rendahnya literasi digital di
kalangan pelaku usaha menjadi tantangan tersendiri yang menyebabkan sebagian besar
masyarakat masih belum bisa mandiri dalam menggunakan layanan tersebut dan tetap
membutuhkan bantuan langsung dari pihak DPMPTSP.

KarakteristilgKebijakan

Dalam teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Mazmanian dan Paul
Sabatier, karakteristik kebijakan merupakan elemen penting yang sangat menentukan
keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan. Karakteristik ini mencakup aspek-aspek seperti
kejelasan tujuan kebijakan, konsistensi aturan yang mendukung, ketersediaan instrumen
untuk pelaksanaan, serta kecukupan sumber daya yang tersedia. Jika kebijakan disusun
dengan struktur dan isi yang baik, maka pelaksanaan di lapangan akan menjadi lebih
mudah dan peluang keberhasilannya pun meningkat.

Dalam penelitian ini, aspek karakteristik kebijakan digunakan untuk mengevaluasi
sejauh mana efektivitas dan efisiensi pelaksanaan sistem perizinan usaha berbasis digital.
Analisis difokuskan pada bagaimana DPMPTSP Kota Pekanbaru menerapkan kebijakan
yang telah dirancang, serta apakah pelaksanaannya telah sesuai dengan prosedur dan
standar operasional yang berlaku.

Berdasarkan temuan di lapangan, dapat dikatakan bahwa penerapan sistem OSS
(Online Single Submission) telah memberikan hasil yang cukup positif, khususnya dalam
hal mempercepat dan mempermudah akses layanan perizinan. Dengan sistem ini, para
pelaku usaha dapat mengajukan izin secara online kapan saja dan dari lokasi mana pun
tanpa harus hadir langsung di kantor pelayanan. Proses digitalisasi yang mencakup
pengisian data, unggah dokumen, hingga penerbitan izin, dinilai sangat praktis dan
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mampu menghemat waktu secara signifikan. Selain itu, pihak DPMPTSP juga telah
berupaya meningkatkan kualitas layanan melalui penyederhanaan proses administrasi,
penyediaan pendampingan teknis, dan melakukan pembaruan sistem secara berkala agar
sistem OSS tetap optimal mengikuti perkembangan kebutuhan pengguna. Bahkan dalam
praktiknya, jika seluruh dokumen dan persyaratan terpenuhi serta tidak ada gangguan
teknis, izin usaha dapat terbit dalam waktu satu hari kerja.

Meski demikian, implementasi OSS masih menemui sejumlah kendala. Salah satu
hambatan utama adalah kurangnya pemahaman dari sebagian masyarakat, terutama yang
belum familiar dengan teknologi digital. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam
penerapan sistem berbasis daring. Walaupun begitu, kehadiran petugas yang sigap
memberikan pelayanan langsung cukup membantu memperlancar proses perizinan. Di
samping itu, masih ditemukan kelemahan dalam aspek kejelasan informasi, terutama
terkait persyaratan izin untuk usaha dengan kategori risiko menengah hingga tinggi.
Banyak pelaku usaha merasa kesulitan memahami klasifikasi KBLI serta penentuan tingkat
risikonya karena informasi yang tersedia belum sepenuhnya jelas dan mudah dipahami.
Bahasa dalam panduan OSS juga dianggap terlalu baku dan teknis, sehingga menyulitkan
sebagian pengguna. Oleh karena itu, dibutuhkan penyajian informasi yang lebih sederhana,
detail, dan didukung dengan media visual seperti gambar atau ilustrasi langkah-langkah
penggunaan sistem.

Kondisi Lingkungan

Dalam teori implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Mazmanian dan Paul
Sabatier, kondisi lingkungan dipandang sebagai faktor eksternal yang memiliki pengaruh
besar terhadap keberhasilan penerapan suatu kebijakan. Lingkungan yang dimaksud
mencakup unsur sosial, ekonomi, politik, budaya, serta sejauh mana terdapat dukungan
atau penolakan dari kelompok-kelompok yang terkena dampak kebijakan tersebut. Dalam
konteks penelitian ini, kondisi lingkungan menjadi faktor penting untuk menilai sejauh
mana efektivitas penerapan sistem OSS (Online Single Submission) berjalan. Evaluasi
dilakukan dengan mengamati peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru dalam menyediakan dukungan infrastruktur teknologi
informasi yang memadai.

Berdasarkan temuan lapangan, pelaksanaan sistem OSS dalam proses perizinan usaha
dinilai cukup berhasil, baik dari sisi efisiensi waktu upun kemudahan akses layanan
secara daring. Pelaku usaha dapat mengurus perizi.nan%:pan saja dan dari mana saja tanpa
harus hadir secara langsung di kantor pelayanan. Proses yang lebih cepat dan praktis ini
menunjukkan bahwa sistem berjalan dengan cukup baik. Keberhasilan tersebut tidak
terlepas dari dukungan birokrasi, terutama dari aparatur DPMPTSP yang dianggap sangat
berperan aktif dalam membantu masyarakat memahami dan menggunakan sistem digital
ini. Kehadiran staf pelayanan dan tim helpdesk yang tanggap, pelaksanaan pelatihan
internal bagi petugas, serta kegiatan sosialisasi secara berkala kepada pelaku usaha,
khususnya UMKM, mencerminkan keseriusan instansi dalam meningkatkan mutu
pelayanan publik.

Selain itu, keberhasilan implementasi OSS juga sangat bergantung pada kesiapan
individu pelaku usaha dalam beradaptasi dan mempelajari sistem. Peneliti menekankan
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bahwa kesuksesan penggunaan OSS Edak hanya bergantung pada kecanggihan sistemnya,
tetapi juga pada keinginan dan kesadaran pengguna dalam mengikuti prosedur serta
memahami alur layanan secara mandiri.

Namun, beberapa hambatan masih dijumpai dalam pelaksanaan sistem ini.
Tantangan-tantangan tersebut umumnya berasal dari kondisi sosial masyarakat,
keterbatasan kemampuan teknis pelaku usaha, minimnya infrastruktur pendukung, dan
rendahnya tingkat literasi digital. Sebagian pengguna, terutama pemula, mengalami
kesulitan dalam memahami alur sistem, seperti penentuan klasifikasi KBLI dan cara
menggunakan fitur-fitur yang tersedia dalam OSS. Walaupun telah tersedia panduan
berupa dokumen PDF, video tutorial, dan akun pengguna dengan berbagai informasi, tetap
saja banyak masyarakat yang merasa lebih nyaman datang langsung ke kantor pelayanan
untuk mendapatkan bantuan secara langsung. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan
tatap muka masih dibutuhkan guna membantu masyarakat yang belum terbiasa dengan
sistem digital.

Simpulan

erdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang telah dilakukan penulis mengenai
penerapan Sistem Online Single Submission (OSS) dalam proses pelayanan perizinan di
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru,
dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan sistem OSS secara umum telah berlangsung cukup
baik dan memberikan kontribusi positif bagi para pelaku usaha, terutama dalam
mempercepat serta mempermudah proses perizinan usaha.

Dari hasil observasi, wawancara, serta analisis data, diketahui bahwa kebijakan OSS
yang diterapkan di DPMPTSP Pekanbaru telah mampu menciptakan efisiensi dalam
layanan perizinan. Namun, penerapannya masih menemui beberapa kendala yang
menghambat pelaksanaan secara maksimal. Beberapa hambatan yang ditemukan di
antaranya adalah masih rendahnya kemampuan pelaku usaha khususnya UMKM dalam
menggunakan teknologi, adanya kendala teknis seperti kesulitan mengisi data serta
memilih Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), kurangnya penyampaian
informasi serta sosialisasi dari pihak dinas terkait, dan keterbatasan sarana prasarana
seperti akses internet maupun gangguan pada sistem OSS itu sendiri.

Meski demikian, hambatan-hambatan tersebut masih dapat ditangani melalui
berbagai langkah perbaikan. Di antaranya dengan menyempurnakan kebijakan yang ada,
memperkuat kapasitas kelembagaan, menambah alokasi anggaran yang mendukung, serta
meningkatkan kerja sama lintas sektor. Beberapa langkah konkret yang dapat diambil
adalah memperbanyak kegiatan sosialisasi dan edukasi yang menyasar pelaku usaha,
khususnya yang masih awam terhadap penggunaan layanan digital. Selain itu, penting
pula untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta infrastruktur pendukung di
lingkungan DPMPTSP Kota Pekanbaru agar pelaksanaan layanan OSS ke depannya dapat
berjalan lebih efektif dan optimal.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru untuk terus mengoptimalkan

implementasi sistem Omnline Single Submission (OSS) melalui penguatan kapasitas
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kelembagaan serta meningkatkan literasi digital pelaku usaha, khususnya sektor UMKM.
Upaya tersebut dapat diwujudkan melalui penyelenggaraan pelatihan intensif, sosialisasi
yang berkelanjutan, serta pemberian layanan pendampingan teknis bagi pengguna sistem.
Selain itu, peningkatan kualitas infrastruktur pendukung seperti jaringan internet yang
stabil, pembaruan sistem OSS secara berkala, dan alokasi anggaran yang memadai menjadi
fokus utama dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan OSS secara menyeluruh.
Penguatan kolaborasi lintas sektor juga perlu diperkuat guna terciptanya sinergi dalam
mendukung penyederhanaan layanan perizinan dan membangun iklim usaha yang
semakin kondusif.
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